WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR :94 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 18
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN

Menimbang

Mengingat

PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

bahwa dengan disahkannya Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan, maka Peraturan
Daerah Kota Pagar Alam Nomor 18 Tahun 2010
tentang  Retribusi  Pelayanan  Pendaftaran
Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak sesuai lagi,
sehingga perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 18
Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
3019);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang
pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4115);



10:

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
57 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994



tentang Pengelolaan Perkembangan
Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5053);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara
pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
secara Nasional;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan
Penduduk;

17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pagar Alam
(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008
Nomor Seri D);

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Kota Pagar
Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Menetapkan

dan
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR
ALAM NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL

Pasal I Novsav :

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam
Tahun 2010 Nomor 18 Seri C) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 29 Januari 2015

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRATI BASJUNI
Diundangkan di Pagar Alam

pada tanggal, 31 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto
SAFRUDIN

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 04 SERI C.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA
SELATAN : NOMOR4 /PA/TAHUN 2015



